BAB II
CARA PEMILIHAN KEPALA NEGARA
DI INDONESIA

A, Sejarah Pemerintahan Indonesia.

Pada'tanggal 8 Maret 1942 Jepang memaksa Angkatan
Perang Hindia Belanda, dan Belanda menyerah pada Jepang
tanpa syarat di Kalijati. Sejak itu wilayah Indonesia di
bawah kekuasaan pemerintah kedudukan Militer Jepang. Jiwa
rakyat Indonesia yang selama penjajahan Belanda selalu
berharap merdeka, penyerahan Hindia Belanda kepada
Jepang tanpa syarat menyadarkan rakyat Indonesia bahwa
kekuatan Belanda sebenarnya rapuh. Gejolak yang selama
ini terpendam, akhirnya secara spontan meledak. Karena
itu, dimana-mana terlihat sang merah putih berkibar
dengan megahnya. Dala tentara Jepang membiarkan bangsa
Indonesia untuk memuaskan gelora hatinya yang terkekang
pada masa pemjajahan Belanda, dan ini tidek berlangsung

lama.

Tanggal 7 Sepetmber 1944, Perdana Menteri Jepang
mengemukakan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di
kemudian hari. Namun janji tersebut merupakan usaha

Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia.

Jq



Kantor-kantor diperbolehkan untuk mengibarkan bendera

merah putih, tetapi harus berdampingan dengan bendera

Jepang.

Tujuan Jepang terhadap bangsa Indonesia sebenarnya
untuk bersama-sama melawan sekutu. Pulau-pulau vang
telah dipertahankan oleh Jepang direbut d a n diduduki

tentara sekutu,.

Indonesia dibangkitkan semangatnya, bahasa Indone-
sia dijedikan sebagal bahasa resmi, bendera merah putih
berkibar berdampingan dengan bendera Hinomaru, lagu
Indonesia Raya mendapat ijin dari Jepang untuk dinyanyi-
kan., Segasla usaha tersebut untuk menarik simpati bangsa
Indonesia untuk mempertahankan tanah air Indonesia dari

serangan sekutu,

Panglima Bala tentara Dai Nippon terus memberikan
janji kemerdekaan yang tidak kunjung tiba, Sehingga
pada tanggal 29 April 1945, Pemerintah Jepang di Jakarta
membentuk suatu badan yang diberi nama "Dokuritzu Zyunbi
Tyoosakai" atau yang lebih dikenal dengan nama Badan
Penyelidik Usaha pers#apan Kemerdekaan. Dalam Badan ini
duduk sejumlah pemimpin Indonesia, yang walaupun mengguna
kan siasat bekerja sama dengan Jepang, namun tetap pada

cita-citanya untuk membelokkan tujuan tindakan-tindakan-
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Pemerintah Jepang ke arah yang mereka cita-citakan.

BPUPKI bersidang dua kali yaitu, pada sidang yang

pertama pada tanggal 29 Mei 1945 hingga tanggal 1 Juni
1945 dan terakhir ditutup pada tanggal 16 Juli 1945 di

bawah pimpinan Dr. Radjiman Wediodiningrat.

Tujuan dibentuknya Badan ini menuruti kemauan dari
pihak Jepang, hanya menye@iidiki persiapan Kemerdekaan

yang waktu itu belum dapat dipastikan. Tetapi oleh para

pemimpin bangsa, Badan Penyelidik ini dimanfaatkan untuk
segera mewujudkan pembentukan negara Indonesia vang

merdeka dan berdaulat.

Dalam sidang yang pertama selama empat hari banyak
pendapat mengenai Dasar Negara Indonesia. Pada sidang
pertama ini BPUPKI telah mengusulkan konsepsi perumusan-

Dasar Negsra, yaitu H

1. Konsepsi Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
2. Konsepsi Mr. Soepomo (31 Mei 1945)
3. Konsepsi Bung Karno (1 Juni 1945)

Perumusan Dasar Negara ini atas usul Bung Karno

bernama PANCASILA. Untuk memperlancar perjalanan peme

rintahan itu maka dibentuk suatu Panitia Kecil yang ber
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jumlah sembilan orang. Hasil kerja Panitia sembilan ini
dikenal dengan "Piagam Jakarta" yang disepakati pada

tanggal 22 Juni 1945.

Pada sidang kedua gelama tujuh hari, BPUPKI mem

bentuk tiga panitis, yaitu :

1., Panitia perancang Undang-undang Dasar.

2. Panitia yang menangani masalah pembelaan Tanah
air.

3. Panitia Yang mempelajari tentang masalah keuangan

dan perekonomian.

Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI bersidang lagi

Panitia perancang UUD, melaporkan hasil karyanya, yaitu ;

1. Pernyataan Indonesia Merdeka.
2. Pembukaan Undang-undang Dasar.

3. Undang-undang Dasar.

Untuk melaksanakan Kemerdekaan yang telah diberi
ken oleh Jepang maka dibentuk Panitia Persiapan Kemerdeka
an Indonesia atau dalam iétilah Jepang "Dokuritzu Junbi
Inkai", PPKI disetujui oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus
1945, |
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Kemudian Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta dan Radjiman
Wediodiningrat, pada tanggal 9 Agustus 1945 ke Saigon
untuk menghadap Terauchi, guna menerima sendiri Keputusan
Marsekal tersebut tentang pembentukan PPKI. Kejadian ini
diikuti dengan pengangkatan Ir. Soekarno sebagai ketua,

Drs. Moh Hatta sebagail wakil ketua.

Selanjutnya pada tapnggal 15 Agustus 1945 Jepang
menyersh tanpa syarat kepada sekutu., Berita kekalahan
tersebut, masih dirahasiakan. Pesawat radio disegel olsh
Jepang sehingga masyarakat tidak dapat mendengar pemancar
luar negeri, tetapi para pemuda yang bekerja pada kantor
berita Domei, menyampaikannya kepada para pemimpin Indo -

nesia.

Setelah terdengar kekalahan Jepang yang menyerah
tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih Dbebas
dan lebih leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada

Jepang.

Dengan adanya kekalahan dari pihak Jepang, maka
timbullah satu permasalahan diantara pemimpin rakyat saat
itu tentang pelaksanaan Proklamasi. Sebenarnya para
pemimpin tersebut menghendaki agar Proklamasi dilaksana-
kan dengan segera, tetapi para pemuda tetap mendesak agar

Proklamasi dilaksanakan tanggal 16 Agustus 1945, Sedang
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para pemimpin tersebut perlu untuk mengadakan rapat PPKI
terlebih dahulu. Perbedaan pendapat tersebut mendorong -

pars pemuda untuk menculik Soekarno dan Hatta.

Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 04.00 terjadi pen
culikan terhadap Soekarno dan Hatta. Tujuan penculikane-
ini karena golongan pemuda tidak menyukai hubungan yang
terlalu erat antara kedua pemimpin bangsa dengan pihak
Jepang. Maka mereka memutuskan untuk mengamankan kedua

tokoh tersebut,

Kedua tokoh bangsa tersebut dibawa ke Rengasdeng -
klok beserta keluarga dari Soekarno yekni istrinya, Fatma
wati., Di tempat tersebut terjadi dialog antara Sukarni,
Singgih dari golongan pemuda dengan Soekarno sedangkan
Hatta diluar ruangan. Dialog tersebut mewakili golongan
pemuda agar Soekarno segera memproklamasikan Kemerdekaan
Indonesia., Namun pembicaraan tersebut tidak membawa
hasil sebab Soekarno tetap pada pendiriannya bahwa Prokla

masi harus dilaksanakan oleh PPKI.

Sementara itu di Jakarta Ahmad Subardjo dengan
Wikana bersepakat, Proklamasi harus dilaksanakan di
Jakarte. Atas dasar kesepekatan antara pemimpin bangsa
yang berada di Jakarta dengan kaum pemuda, maka Ahmad

Subard jo menjemput Soekarno beserta istrinya, serta Hatta
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di Rengasdengklok.

Setelah sampai di Jakarta kemudian Seekarno dan
Hatta tetap bertekad untuk mengadakan rapat PPKI, yang
gagal dilaksanakan 16 Agustus 1945, sesuai dengan penegas
an Jenderal Terauchi yangfmenyerahkan kemerdekaan Indone-
s8ia kepada PPKI sedang teptara Jepang tidak boleh meng -
ubah status Quo, oleh karena itu Nishimura (Kepala Peme -
rintahan umum Jepang) melarang Soekarno - Hatta untuk
mengadakan rapat PPKI untuk melaksanaskan Proklamasi Kemer
dekaan. Maka Soekarno - Hatta berkesimpulan bahwa Prokla
masil Kemerdekaan tidak perlu lagi dibicarakan dengan

Jepang.

Ir. Soekarno, Hatta dan Ahmad Subardjo menuliskan
konsep Proklamasi. Setelah ketiga tokoh telah selesal
merumuskan naskah Proklamasi, Soekarno membacakan konsep

Proklamasi tersebut kepada hadirin yang hadir saat itm .

Kepada yang hadir Soekarno menyarankan agar ber

sama-sama menandatangani naskah Proklamasi sebagai wakil-

wakil bangsa Indonesia. Namun usul tersebut ditentang -
oleh pihak pemuda, dan Sukarni selaku wakil dari golongan
pemuda mengusulkan agar yang menandatangani naskah ter
sebut cukup Soekarno dan Hatta. Karena kedua tokoh ber

sebut dapat mewakili bangsa Indonesia, sebab keduanya di



kenal sebagai pemimpin utama bangsa Indonesia. Usul

tersebut diterima oleh Soekarno.

Setelah naskah tersebut diketik, naskah Proklamasi
yang resmi dan otentik ditandatangani oleh Soekarno
dan Hatta, kemudian setelah penandatanganan naskah ter
sebut maka pada tanggal 17 Agustus 1945, dibacakan oleh

Soekarno, pada jam 10,00 pagi.

Sehari setelah Proklamasi, tepatnya pada tanggal
18 Agustus 1945, PPKI menetapkan tiga buah keputusan yang
sangat penting bagl kehidupan bangsa dan negara Indonesia

yaitu

1. Menetapkan dan mengeseshkan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia, yang kemudian disebut

sebagai Undang-undang Dasar 1945,

2., Memilih Ir. Soekarno sebagal Presiden Republik
Indonesia yang pertama dan Drs. Moh Hatta sebagea$

Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama.

3. Sebelumnya terbentuk Majelis Permusyawaratan Rak-
yat dan Dewan Perwakilan Rakyat s er t a Dewan
Pertimbhangan Agung, Presiden dalam melaksanakan
tugasnya dan kewajibannya maka untuk sementara

waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional
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Maka sejak tanggal 18 Agustus 1945 Negara Indone -

sia telah menjadi negara yang sempurna secara formil,

B. Cara Pemilihan Kepala Negara di Indonesia.

Sesuai dengan semangat dan ketegasan UUD 1945 dan
juga telah disebutkan bahwa Indonesia ialah negara hukum
dalam artian bukan hanya dalam arti formal juga bukan
sebagal halnya polisi lalu lintas ataupun penjaga malam
yang menjaga jangan sampail terjadi pelanggaran dan mein -
dak para pelanggar hukum. Pengertian negara hukum menu -
rut UUD 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas
yaitu negara hukum dalam arti material. Sehingga setiap
tindakan dalam negara haruslah mempertimbangkan dua kepen
tingan ataupun landasan ialah kegunaannya dan landasan
hukumnya. Kepala Negara pun dalam bertindak dibatasi
oleh hukum-hukum yang ada, yang dengan sendirinya juga
oleh ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang lain dan
juga merupakan produk konstitusional, seperti Garis-garis

Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR, juga UUD 1945.

Apabila kita lihat kembali sejarah ketatanegaraan
di Indonesia maka akan diketahui bahwa UUD 1945 pernah
diganti dengan Undang-undang Dasar yang lain, yakni

Undang-undang Dasar 1949 atau Konstitusi Sementara RIS
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dan Undang-undang Dasar 1950 atau Undang-undang = Dasar
Sementara 1950 (UUDS RI). Sehingga secara otomatis ber -
ubah pulalah susunan dan tata cara dalam ketatanegaraan

di Indonesia,

Sebelum melangkah pada tata cara pemilihan Kepala
Negara, sebaiknya kita tinjau ulang tentang sejarah UUD

1945 dalam gerask pelaksanaannya.

Dalam kurun waktu tahun 1945 hingga tahun 1948 UUD
1945 tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena kita
masih dalam masa pancaroba, dalam usaha membela dan mem
pertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan dan
dari pihak kolonialis Belanda justru ingin menjajah 1lagi
bekas jajahannya yang telah merdeka itu. Segala perhati
am bangsa Indonesia diarahkan untuk mempertahankan Kemer-

dekaan itu,

Akhirnya Belanda mengakuil kemerdekaan Indonesia
namun bangsa Indonesia terpaksa menerima berdirinya nega-
ra Indonesia yang lain. Sehingga Negara Kesatuan berubah

menjadi Negara Federasi Republik Indonesia Serikat.

Kemudian memberlakukan Undang-undang Dasae RIS
sedang UUD 1945 hanya berlaku di pulau Jawa, Madura dan

Sumatra dengan Ibukota Yogyakarta,



19

Negara Federasi RIS ini hanya berjalan sebentar
dan pada tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS kembali men -
jadi negara Kesatuan RI, tetapi sebagai landasan bukan
lagi UUD 1945 melainkan UUDS 1950 atau Undang-undang -
Dasar Sementara. Menurut UUDS 1950 ini sistem pemerintah
an yang dianut adalah sistem kabinet parlementer, Isi
UUDS 1950 hampir sama dengan isi konstitusi RIS. Perbeda
annya hanya dalam hubungan dengan penggantian bentuk
negara Federasi menjadi bentuk negara kesatuan dengan

konsekwensi-konsekwensinya,

Perbedaan lainnya ialah adanya suatu Badan yang
bernama konstituante yang bertugas membentuk Undang -
undang Dasar baru., Konstituante ini berusaha melaksana -

kan dengan baik,.namun tidak berhasil. Maka pada tahun

1959 Presiden Soekarno mengusulkan agar kembalil kepada
UUD 1945.
Usul ini sudah mendapat mayoritas suara, tetapi

kurang dari dua pertiga dari jumlah suara yang diperlukan
untuk membentuk Undang-undéng Dasar baru. Kemudian seba-
gian terbesar anggota-anggéta Konstituante menyatakan
ini tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercaysa
kan oleh rskyat kepadanya. (Ur. Wirjono Prodjodékoro, SH
1983 : 30).



1. Cara Pemilihan Kepala Negara qulai tahun 1945 hingga

Dekrit Presiden 1959.

Pada -pemilihan Kepala Negara tahun 1945 tepatnya
setelah Indonesia diprdklamirkan sebagai negara yang mer
deks dan berdaulat, pemilihan Kepala Negara untuk yang
pertama dipilih secara aklamasi oleh PPKI. Hal ini ber
dasarkan pada pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, pada
pasal IlI tersebut menyatakan bahwa untuk pertama kalinya
Presiden dipilih oleh PPKI. Pemilihan ini berlangsung pa

da tanggal 18 Agustus 1945.

Pemilihan tersebut dilakukan secara aklamasi, dan

yang terpilih sebagai Presiden RI yang pertama adalah
Ir. Soekarno dan sebagai ®Wakil Presiden RI yang pertama
terpilih Drs. Moh Hatta, karena kedua tokoh ini telah
dikenal rakyat Indonesia sebagai toljoh utama dalam
memper juangkan kemerdekaan Indonesia serta kedua tokoh
inilah yang merupaskan wakil rakyat Indonesia untuk menan-
datangani dan memproklamirkan naskah Proklamasi, dari
kenyataan inilah PPKI melihat keberanian dan = kemampuan
kedua tokoh ini untuk memimpin negara Indonesia yang barﬁ

saja lahir,

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa
negara Indonesia mengalami perubahan konstitusi pada tahun

1949. Pada konstitusi ini terdiri dari 197 pasal, dan
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terdiri 6 Bab. Pada bab III bagian I termuat tentang pe-
merintah, yang dimaksud pemerintah délam konstitusi ini
adalah Preiiden. Sebagaimana dalam pasal 68 ayat 2 uuD
RIS 1949 yang berbunyi : "Dimana-mana dalam = konstitusi

ini disebut Pemerintah, maka yang dimaksud ialah Presiden

000"0

Padé pasal 69 ayat 2 UUD RIS 1949 tertulis bahwa
seorang Kepala Negara dipilih oleh orang-orang yang di
kuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian tersebut di
dalam pasal 2 UUD RIS 1949. Dalam memilih Presiden,orang-
orang yang dikuasakan itu berusaha mencapai kata sepakat
(pasal 69 ayat 2 UUD RIS 1949). Untuk memenuhi pasal 69
ayat 2 UUD 1949 tersebut maka pada tanggal 16 Desember
1949 teleh diadakan pemilihan Presiden RIS untuk pertama
kalinya dilakukan oleh wakil dari pemerintah negara/bagi-
an yang dimaksud dalam pasal 2 UUD RIS 1949. Dari hasil
pemilihan ini dengan suarea bulat terpilih Ir. Soekarno
yang pada saat itu juga m?sih menjabat sebagai Presiden
RI, untuk mepjadi Presidep RIS, dan Drs. Moh Hatta yang-
memimpin kabinet berfungs} sebagai Perdana Menteri. (Joe-

niarto, SH, 1986 : 68).

Setelah terpilihnyé Ir. Soekarno sebagai Presiden
RIS, maka sebelum menjalankan tugasnya haruslah disumpah

terlebih dahulu dihadapan orang-orang yang dikuasakan di
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dalam pasal 2 UUD RIS 1949, hal ini tertulis pada pasal
71 UUD RIS 1949.

Presiden RIS disumpah di Yogyakarta, kemudian
dibentuk pula kabinet RIS yang pertama dengan Moh Hatta
sebagal Perdana Menterl merangkap menteri luar negeri pa

da tanggal 19 Desember 1949,

Negara RIS terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949
dengan diserahkannya kemballi kedaulatan atas Indonesia-
dari kerajaan Belanda. Sejak tanggal 27 Desember 1949,
RI yang pada mulanya meliputi wilayah bekas Hindia Belan-
da dan kemudian dikurangi wilayahnya melalui persetujuan
Linggarjati dan kemudian persetujuan diatas kapal Renvile
telah menjadi negara bagian di dalam RIS dan pada tanggal
16 Januari 1950 dibentuk Qabinet RI sebagal negara bagian.

(Drs, Musanef, Gunung Agudg : 42).

Persetujuan Konferensi Meja Bundar dianggap tidak
sejalan dengan cita-cita rakyat Indonesia d a n tidak
sesual dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan RI, dan dari
- KMB ini terdapat ikatan uni Indonesia - Belanda dan di
atasnya Mahkota Belanda, sehingga dari hasil tersebut
membulatkan tekad bangsa Indonesia untuk kembali ke nega-
ra kesatuan dan meleburkaé negara-negara bagian menjadi

satu negara bagian.



Peleburan negarﬁ-negara bagian menuju negara kesa-
tuan melalui konstitusi RIS membuat keadaan tidak
tenteram, jalan ini tidak dapat dipergunakan sehingga ha-
rus menggunakan cara lain, yakni dengan jalan mengubah-

konstitusi RIS dari federasl menjadi kesatuan.

Mengenai pemilihan Presiden Undang-undang Dasar
1950 menyebutkan : " Presiden dan Wakil presiden dipilih
menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang(pasal
45 ayat 3), tetapi pada waktu Undang-undang Dasar ini di
buat, Undang-undang yang diperlukan itu belum ada, karena
jtu tidak mungkinlah mengadakan pemilihan itu. Mengenai
hal ini sebagail telah kité lihat, Piagam Persetujuan 19
Mei 1950 antara Peﬁerintah Republik Indonesia Serkat dan
Republik Indonesia menetapkan bahwa Ir. Soekarno akan men
jadi Presiden dari Negara Kesatuan Yyang akan didirikan
itu. Persetujuan ini kemudian terbukti sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 141.Undang-undang Dasar 1950 vang
antara lain menentukan babwa pejabat-pejabat yang sudah
ada sebelum Undang-undang Dasar 1949 dirobah, akan tetap
memegang jabatannya sampai diganti yang 1lain menurut
Undang-undang Dasar 1950. Karena itulah pada waktu ber

dirinya Negara Kesatuan tidak diadakan Pemilihan Presiden.

(Prof. Dr. Ismail Suny, SH, MCL, 1986 : 129).

Isi Undang-undang Dasar Sementara 1950 hampir sama
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dengan isi Konstitusi RIS. Perbedaan hanya ada hubungan
dengan penggantian bentuk Negara Federasi menjadi bentuk

Negara Kesatuan dengan konsekwensi-konsekwensinya terse -

put. (Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, 1983 : 30).

UUDS 1950 inipun tidak berumur lama, karena pada
tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu
Dekrit, yang membubarkan Konstituante dan menyatakan ber
laku kembali UUD 1945. Hal ini dikarenakan tidak berha -

silnya Konstituante untuk menyelamatkan negara Proklamasi,

Meskipun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu merupakan
suatu tindakan darurat, namun kekuatan hukumnya bersumber
pada dukungan rakyat Indonesia, terbukti dari persetujuan
DPR hasil Pemilihan Umum (1955) secara aklamasi pada 22
Juli 1959, (Joeniarto, SH, 1986 : 107).

Hingga saat terjadinya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
bangsa Indonesia belum melaksanakan Pemilihan Kepala

Negara sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945.

2. ggra Pe@il}han Kepela Negara Masa OrQe Baru hingga

Sekarang.
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Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945
telah kembalil menjadi UUD rakyat Indonesia, namun bukan
berarti negara Indonesia sudah tidak lagi mengalami per
golakan lagi. Kembali ke UUD 1945 tertutama didorong
oleh harapan timbulnya kestabilan politik serta pelaksana
an UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Di dalam MPR dan
DPR terdapat Menteri, pembidangan menjadi serba rumit.
Kekuasaan berada dalam satu tangan, sehingga MPR maupun
DPR seperti kehilaﬁgan kemauan yang asli., Keruwetan lalu
memuncak dangan adanya pemberontakan G 30 S/PKI pada
tanggal 30 September 1965 malam dengan  pembunuhan bebe

rapa Jenderal sebagail Pahlawan revolusi.

Sehingga untuk mengembalikan kembali keadaan seper
ti semula, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada
Pangad. Let. Jend. Soeharto untuk menstabilkan kembali ne
gars Indonesia. Surat Perintah tersebut yang dikenal
dengan 8urat Perintah Sebelias Maret (Super Semar) tahun

1966.

Kemudian pada tanggal 12 Maret 1966 Pangad atas
nama Presiden membubarkan PKI dengan segala bentuk organi

sasinya sebagai organisas} terlarang di Indonesia.

Super Semar tersebut mempunyai kekuatan hukum dan

politis setelah tanggal 21 Juni 1966. Kemudian Presiden
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Soekarno mengeluarkan pengumuman tentang penyerahan kekua
saan pemerintahan kepada Pangad. Let, Jend. Soeharto sela

ku pengemban Super Semar dengan tidak mengurangi maksud

dan Jiwa UUD 1945.

MPRS juga menegaskan, bahwa apabila Presiden ber
halangan maka pemegang Super Semar memegang Jabatan Presi
den, demikian bunyi Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966, di
dalam pasal pasal 2 ayat (1). Sedang dalam pasal 3 pada
Ketetapan ini berbunyi : "Dalam hal terjadi yang disebut-
dalam pasal 8 Undang-undang Dasar 1945 maka MPRS segera
memilih pejabat Presiden yang bertugas sampai dengan ter
bentuknya MPR hasil Pemilihan Umum®", Pada saat itu tidak
ada jabatan wakil Presiden, semenjak Wakil Presiden Drs,.
Moh Hatta mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan
Desember 1957, maka jabatan Wakil Presiden menjadi ter
lowong. Kemudian menurut Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966
tentang Pemilihan/penunjukkan Wakil Presiden dan tatae
cara pengangkatan pejabat Presiden, MPRS menganggap lebih
baik tidak mengisi.lowongan jabatan wakil Presiden dan
oleh karena itu pula MPRS tidak mengadakan pemilihan Wakil
Presiden, hingga terbentuknya MPR hasil Pemilu tanggal
3 Juli 1971.

Maka sejak itu setiap tima tahun sekali MPR memi -
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1ih Presiden dan Wakilnya, dengan masa jabatan lima tahun
dan jika masa jabatannya sudah habis, maka untuk selanjut

nya dapat dipilih kembali (pasal 7 UUD 1945).

a., Syarat-syarat Calon Kepala Negara menurut Ketetapan -

MPR No II/MPR/1973.

Sebelum seorang warga negara dapat dipilih sebagai
seorang Kepala Negara, maka haruslah seseorang tersebut
dinyatakan lolos pada syarat-syarat sebagai calon Kepalsa

Negara sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu.

Pada Ketetapan MPR No. II/MPR/1973, pasal 1 Bab I
tertulis tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi calon
Kepala Negara. Adapun sygrat-syarat tersebut adalah se

bagai berikut

1. Warga Negara Indoqesia.

2. Telsh berusia 40 tahun.

3. Bukan orang yang éedang dicabut haknya untuk di
pilih dalam Pemilihan Umum.

4. Bertaqwa kepada Tghan Yang Maha Esa.

5. Setia kepsda citavcita Proklamsi 17 Agustus 1945,
Pancasila dan UUD 1945.
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6. Bersedia menjalankan Haluan Negara menurut Garis
besar yang telah ditetapkan dan diputuskan Majelis

7. Berwibawa.

8. Jujur.

9. Cakap.

10. Adil.

11, Dukungan dari rakyat yang tersermin dalam Majelis,

12, Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak
langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati-
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasr-
kan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seper
ti gerskan G 30 S/PKI dan/atau Organisasi terls -
rang lainnya,

13. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan Keputus
an Pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi kare-
na tindak pidana yang diancam pidana sekurang- ku
rangnya 3 tahun.

14. Tidak terganggu jiwanya.

15. Tidak terganggu jiwanya,

b. Quorum Rapat Paripurgg;untqk Pemilihan Kepala Negarag.

Rapat Paripurna ini untuk memilin Seorang Kepala
Negara dari warga negara yang dinyatakan lolos dalam per

Syaratan yang telah ditentukan tersebut. Pada Rapat ini
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diatur dalam Bab II mulai pasal 3 hingga pasal 7 dalam
Ketetapan MPR No. I1I/MPR/1973, yang menyatakan sebagai

berikut :

Dalam pasal 3 Ketetapan ini menyatakan bahwa Rapat
Paripurna harus dihadiri oleh semua Anggota Majelis, se
kurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari

jumlah Anggota Majelis.

Apabila dalam Quorum Rapat Paripurna ini dihagiri
kurang dari 2/3 jumlah Anggota Majelis maka Quoeum Rapat
Paripurna untuk pemilihan Kepala Negara inl dapat ditunda
hingga tiga kali berturutfturut dan tiap kalil penundaan

paling lama satu jam (pasal 4).

Apablila sampail penundaan yang ketiga kalinya dan
jumlah dari Anggota masih kurang dari 2/3 dari Jumlah
Anggota Majelis, maka Quorum Rapat Paripurna ini di tunda

paling lama dalam waktu 2 x 24 jam, terdapat dalam pasal-

50

Sedang dalam pasal 6 termuat tentang jika penundaan
selama 2 x 24 jam tersebut juga belum mencapai Quorum Ra
pat Paripurna, maka Quorum Rapat Paripurna ini menjadi

dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separoh jumlah
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Anggota yang ada/Anggota Majelis.

Apabila dalam juhlah separoh dari jumlah Anggota
Majelis ini belum mencapai dalam Rapat Quorum, maka Pim -
pinan Majelis wajib untuk mencari jalan keluar untuk
dibawa dalam Quorum Rapat Paripurna Pemilihan Kepala

Negara pada masa persidangan, terdapat dalam pasal 7.

Dalam bab ini banyak terdapat tulisan atau kata
Majelis, yang dimaksud dalam hal ini adalah MPR. Sebagai
mana dalam Ketetapan ini pada bab VI Ketentuan Penutup
pasal 29, yang berbunyi : "Majelis yang dimaksud dalam

Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat".

¢. Proses Pemilihan Kepala Negara.

Seorang calon Kepala Negara yang diusulkan oleh
Fraksi secara tertulis yang kemudian disampaikan kepada
Pimpinan Majelis. Kemudian Pimpinan Majelis tersebut
akan mendatangl calon tersebut untuk menanyakan kesanggup
annya untuk menjadi Kepala Negara. Hal ini tertulis di
dalam bab III pasal 2 ayat (2) masih dalam Ketetapan ini.
Apabila yang bersangkutan tersebut menyatakan tidak
Sanggup untuk mengemban jabatan Kepala Negara, maka tidak

dapat melanjutkan pada tahap berikutnya, dan jika yang



3
31

bersangkutan tersebut menyatakan kesanggupannya untuk
mengemban sebagai Kepala Negara maka calon tersebut dapat
diusulkan melalui Pimpinan Majelis secara tertulis.

Penyampaian usul tersebut selambat-lambatnya 24 jam sebe-

lum Rapat Paripurna ini berlangsung. Hal ini terdapat

dalam pasal 10,

Setelah Pimpinan Majelis meneliti tentang calon
Kepala Negara tersebut, kemudian Pimpinan Majelis meng
umumkan tentang nama calon Kepala Negara yang telah meme
nuhi syarat sebagai calon Kepala Negara pada Juorum

Rapat Paripurna (passl 11).

Pada pasal 12 tertuang bahwa apabila dalam penca -
lonan ini yang bersangkutan mengundurkan diri untuk di
pilih sebagai seorang Kepala Negara maka pencalonan ter
sebut dapat ditarik kembali. Pengunduran diri tersebut -
diajukan secara tertulls kepada Plmpinan Majells melaluil

Pimpinan Fraksi Pengusul atau Fraksi yang mengusulkan.

Jika tim Fraksi mengajukan calon Kepala Negara
lebih dari satu orang terdapat dalam pasal 13, yang me
nyatakan apabila tim Fraksi mengajukan lebih dari satu
orang maka Fraksi harus melakukan pemungutan suara yang

dilakukan secara rahasia'untuk menentukan satu calon Ke-

pala Negara.
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Apabila calon yang diusulkan oleh Fraksi ternyata
hanya satu orang saja, maka calon tersebut disahkan oleh

Rapat Paripurna Majelis menjadi Kepala Negara.

Dalam hal melakukan pemungutan suara, apabila Frak
si mencalonkan lebih dari satu orang, putusan digmibil
dari persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari separoh
jumlah Anggota Majelis yang hadir, terdapat dalam pasal

14.

Dalam perhitungan suara ternyata tidak ada celon
yang mendapatkan suara lebih dari separoh sebagai yang
terdapat diatas sesual yang dimaksud maka putusan diambil
berdasarkan jumlah suara terbanyask diantara dua calon

tersebut (pasal 15),

Apabila dari perhitungan atas pemungutan suara ter
sebut, ternyata masing-masing calon mendapatkan jumlah
Suara yang sama banyaknya, maka pemungutan suara tersebut

diulang secara rahasia. Demikian bunyi dalam pasal 16.
Sedang pada pasal 17 jika pada pasal 16 ternyata -
masing-masing calon mendapatkan suara yang sama banyaknya

maks pemungutan diulang secara rahasia.

Apabila masing-masing calon tetap mendapatkan suara
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yang sama banyaknya maka pemungutan suara dilakukan ber
dasarkan kehadiran wakil-wakil dari Fraksi yang membawa-
kan jumlah suara yang dilakukan, dan ternyata apabila
masing-masin~ calon mendapat jumlah Suara Yyang sama be~
nyaknya, maka Fraksi mengusulkan calon yang lain ( pasal

18 dan pada pasal 19).

Pada pasal 20 Ketetapan ini menjelaskan tentang .
apebila dari hasil Rapat Paripurna tersebut sudah terpi -
1ih seorang Kepala Negara yang baru, maka sebelum mengem=
ban tugasnys Kepala Negara yang baru tersebut bersumpah -
atau berjanji dihadapan Majelis. Demikian pula pada pa-
sal 9 UUD 1945, yang berbunyi : "Sebelum memangku jabatan
nya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama,
atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis -

Permusyawaratan Rekyat sebagal berikut...".



